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Abstrak

Kekuasaan kehakiman setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi kekuasaan yang sangat fundamental 

dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan 

keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap 

ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan 

lain. Dalam susunan kekuasaan negara setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh  sebuah Mahkamah 

Konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, juga melahirkan lembaga negara baru, selain Mahkamah Konstitusi, yang 

fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang 

bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan 

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 

keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Kata kunci: Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial
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Abstract

After the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, The 

Judicial Power has become the most fundamentally power and also as a part of the 

axis of power which its function is to enforce justice. According to the Amendment 

of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, the judicial power in the 

structure of state power, is still placed at the power that is free from intervention 

��� ��Ô������� ����������������� �������������� �������������ä� In the structure of state 

power, after the Amendment of the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, 

the judicial power shall be implemented by a Supreme Court and judicial bodies 

underneath it in the form of public courts, religious affairs courts, military tribunals, 

and state administrative courts, and by a Constitutional Court. The Amendment of 

the 1945 Constitution of The Republic of Indonesia, also spawned a new institution, 

beside Constitutional Court which its function is relating to judicial power, namely 

an independent Judicial Commission which shall possess the authority to propose 

candidates for appointment as justices of the Supreme Court and shall possess further 

authority to maintain and ensure the honour, dignity and behaviour of judges.

Keys word: Supreme Court, Constitutional Court, Judicial Commission

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya kekuasaan kehakiman 

yang independen dan imparsial, yang kemudian independensi dan imparsialitas 

tersebut diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 kepada badan peradilan sebagai penyelenggara dan pribadi hakim sebagai 

pelaksana kekuasaan kehakiman. Independensi dan imparsialitas tersebut 

diperlukan semata-mata karena fungsinya dalam menyelenggarakan peradilan 

guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) 

sebagai konstitusi negara Indonesia, setelah perubahan pertama sampai dengan 

keempat yang berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002, memiliki 

���������� ����� �����Ð����� ���� �������� ����� ������������� ������� ��������

perubahan, sehingga dalam proses perubahan sebagian pakar hukum tata negara 

menganggap sebagai pembuatan undang-undang dasar baru, karena dinilai 

terlalu banyak yang dirubah dan ditambah. Adanya UUD 1945 baik sebelum dan 

sesudah perubahan sehubungan dengan lembaga-lembaga negara, jika diteropong 

dari realitas ketatanegaraan akan memiliki implikasi-implikasi atau konsekuensi 
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berbeda, karena semua masuk dalam suatu sistem yang menjadi perangkat 

kesatuan. Implikasi tersebut juga menjadi alat ukur kemapanan berdemokrasi 

di suatu negara.

Salah satu perubahan UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga UUD 1945 

adalah perubahan pasal-pasal dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Perubahan UUD 1945 tersebut membawa konsekuensi pada perubahan susunan 

lembaga negara, terutama lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman dalam 

menyelenggarakan negara. 

PEMBAHASAN

a. Kekuasaan Kehakiman Sebelum Perubahan UUD 1945

Kekuasan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum perubahan dilakukan 

oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman1. Kekuasaan kehakiman 

hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah 

Agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan prinsip independent 

of judiciary diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau 

dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah2. 

Sejak awal kemerdekaan, kekuasaan kehakiman di Indonesia diniatkan sebagai 

cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga-lembaga politik, seperti MPR, 

DPR, dan Presiden. Dalam ajaran pembagian kekuasaan, kekuasaan kehaki-

man yang merdeka tetap harus ditegakkan baik sebagai asas dalam negara 

berdasarkan atas hukum maupun untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman 

menjamin agar pemerintahan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang.

 Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945 

adalah salah satu badan penyelenggara negara, yang dipegang oleh Mahkamah 

Agung dan lain-lain badan penyelenggara negara kekuasaan kehakiman. Suatu 

asas yang penting bagi kekuasaan kehakiman sebagai badan penyelenggara 

negara adalah asas kekuasaan yang merdeka. Pentingnya independensi 

sebuah lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan tidak 

hanya tercermin dalam pencantumannya pada konstitusi sebagai hukum 

tertinggi pada hukum positif sebuah negara. Instrumen-instrumen hukum 

1  Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain 

badan kehakiman menurut undang-undang”.
2  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2005), 

hlm. 237.
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internasional juga banyak yang mencantumkan pengaturan atas pentingnya 

lembaga peradilan yang independen.3

Sebelum Perubahan UUD 1945 asas ini tidak ditemukan dalam ketentuan 

UUD, akan tetapi dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 

1945, yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya 
terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung dengan itu, 
harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan 

para hakim”.

Sebelum dilakukan perubahan terhadap UUD 1945, Pasal 24 

menyatakan:

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur 
dengan undang-undang.

Dalam ketentuan tersebut di atas tidak dinyatakan secara tegas bahwa 

kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. Lemahnya 

payung hukum terhadap independensi dan imparsialitas lembaga kekuasaan 

kehakiman pada era Orde Baru menyebabkan lembaga kekuasaan kehakiman 

tersebut mudah diintervensi oleh lembaga-lembaga di luar peradilan. Oleh 

karena itu, pada tahun 2001, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan 

perubahan ketiga terhadap UUD 1945 terutama Bab tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25.

b. Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD 1945

Susunan kekuasaan negara setelah Perubahan UUD 1945 menampilkan 

perubahan yang sangat fundamental. Majelis Permusyawaratan Rakyat berubah 

kedudukannya dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga join session 

antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan 

Perwakilan Rakyat dipertegas kewenangannya baik dalam fungsi legislasi 

maupun fungsi pengawasan. Aturan tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

ditambah, selain itu UUD 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-

lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Bank 

Indonesia dan Komisi Yudisial.

3  Ahmad Fadlil Sumadi, Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2011), hlm. 6.
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Selanjutnya kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan 

dan perubahan dengan adanya perubahan UUD 1945 telah mengubah sistem 

penyelenggaraan negara di bidang yudikatif atau kekuasaan kehakiman 

sebagaimana termuat dalam BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 

24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25. Berdasarkan pasal-pasal 

tersebut, kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan oleh pengadilan 

dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan 

peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan 

tertinggi kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah pelaksana kekuasaan 

kehakiman baru yang disebut Mahkamah Konstitusi.4

Kekuasaan kehakiman setelah perubahan UUD 1945 menjadi kekuasaan 

yang sangat fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang 

mempunyai fungsi menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan 

kekuasaan negara menurut UUD 1945 setelah perubahan tetap ditempatkan 

pada kekuasaan yang mandiri bebas dari campur tangan kekuasaan lain. 

Dalam susunan kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru, 

kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan 

peradilan lain dibawah MA, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, 

peradilan militer, dan peradilan agama serta Mahkamah Konstitusi.5 Kemudian 

untuk menjaring hakim-hakim agung yang perofesional dan mempunyai 

integritas terhadap profesinya sebagai penegak hukum dan keadilan, terdapat 

lembaga yang khusus diadakan untuk rekrutmen calon-calon hakim agung 

yaitu Komisi Yudisial.6

Semula, Bab tentang Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 hanya 

mempunyai dua pasal yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. Perubahan dilakukan dengan 

cara mengubah dan menambah pasal dan ayat, sehingga dalam bab tersebut 

terdapat 5 (lima) pasal, yaitu  Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan 

Pasal 25. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan syarat 

4 Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada 

di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 

negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
5 Ibid.
6 Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakum agung dan 

mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. 
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yang harus ada pada negara yang mendeklarasikan bahwa dirinya merupakan 

Negara hukum. Pernyataan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri 

merupakan salah satu hasil Perubahan UUD 1945 khususnya Pasal 24 yang 

setelah diubah selengkapnya berbunyi:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung 
dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 

(3) Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 
kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal ini merupakan landasan bagi independensi kekuasaan kehakiman 

yang merdeka dan mandiri. Merdeka dalam arti bahwa Mahkamah Agung 

dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana 

dinyatakan dalam Pasal 24 ayat (2) dalam menjalankan fungsinya terlepas 

dari pengaruh pemegang kekuasaan yang lain dan mandiri dalam arti 

berkuasa untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini merupakan 

konsekuensi dari pemisahan kekuasaan negara yang tertuang dalam UUD 

1945.

Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Bab IX UUD 1945 

menyebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup 

kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi 

(MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA 

dan badan peradilan di bawahnya serta MK yang merupakan penyelenggara 

kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kewenangan tersebut 

sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-yudisial. 

Untuk menjalankan fungsinya tersebut Mahkamah Agung selaku pemegang 

kekuasaan kehakiman dibantu oleh badan peradilan yang berada di bawahnya 

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 

peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian 

pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur 

penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, dan hanya pengadilan 
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yang memenuhi kriteria mandiri (independent), netral (impartiality), dan 

kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana 

diatur dalam UUD 1945.

Dalam pandangan Bagir Manan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai 

dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka ini7;

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara 

badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan 

untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;

2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah 

penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan 

menindas;

3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan 

suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat 

dijalankan dan ditegakkan dengan baik.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana pernyataan Bagir Manan 

di atas bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu, 

membatasi tindakan pemerintah agar tidak melampaui undang-undang dan 

menciptakan kebebasan dan kemandirian penyeleggara kekuasaan kehakiman 

semata, akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan UUD 

yang lain, yang menjamin kebebasan individu, dan pencegahan tindakan 

pemerintah yang sewenang-wenang dengan mendasarkan pada Negara 

Hukum. Dengan demikian pelaksanaan kebebasan kekuasaan kehakiman 

yang merdeka tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan 

sistem yang terkandung dalam UUD 1945 dan juga sesuai dengan nilai-nilai 

yang dijunjung oleh dunia internasional melalui The Universal Declaration 

of Human Rights.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum 

Republik Indonesia8. Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 di Indonesia 

dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh sebuah Mahkamah 

7  Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm. 45.
8  Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode 

Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 64.
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Konstitusi. Masing-masing kewenangan lembaga pelaksana dan lembaga negara 

yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman tersebut ditentukan 

oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan sebagaimana terurai di 

bawah ini.

1. Mahkamah Agung

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung merupakan 

salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung (UU MA).

Pasal 24A

(1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat 
kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah 
undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai 
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Kewenangan Mahkamah Agung tersebut kemudian dielaborasi lagi 

dalam UU MA antara lain sebagai berikut meliputi:

a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

�� �����������kasasi;

�� ��������� ����������������������������â

�� �����������peninjauan kembali.

b. Menguji peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-

undang terhadap undang-undang.

c. kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Terdapat pengecualian dalam pengajuan permohonan kasasi, 

ada perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diajukan permohonan 

kasasi, perkara tersebut adalah:

�� ��������praperadilan;

�� ��������������������������������������������������������������

1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
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�� �������� ����� ������ ������� ����� ������ ����������� �������

keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku 

di wilayah daerah yang bersangkutan.

Mahkamah Agung berwenang juga:

�� ���������� ����������� ���������� ��������� ����������������

peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di 

bawahnya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;

�� �������������������������������á������������������������������

yang ada di bawahnya;

�� ������������������������������æ���������������������������������

peradilan dari semua badan yang berada di bawahnya;

�� ����������������á� �������á�����������������������������������

di semua badan yang berada di bawahnya;

�� ����������� ������������� ������ ������� ��������� ������

permohonan grasi dan rehabilitasi;

�� ������������������������á�������������á���������������������

hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan.

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung 

merupakan pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Segala 

������� ����������á� ������������á� ���� Ð��������� Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan 

Mahkamah Agung.

2. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang 

lahir setelah Perubahan UUD 1945 sebagai salah pelaku kekuasaan 

kehakiman di Indonesia. Wacana pembentukan Mahkamah Konstitusi 

sebenarnya sudah ada pada saat pembahasan Undang-Undang Dasar 

di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(BPUPKI). Prof Moh. Yamin sebagai salah satu anggota BPUPKI telah 

mengemukakan pendapat bahwa Mahkamah Agung (dahulu disebut Balai 

Agung) perlu diberi kewenangan untuk “membanding” Undang-Undang, 

namun ide ini ditolak anggota lain yaitu Prof. R. Soepomo berdasarkan 

dua alasan, yaitu Undang-Undang Dasar yang disusun pada waktu itu 
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tidak menganut Trias Politica dan pada saat itu jumlah sarjana hukum 

belum banyak dan belum memiliki pengalaman mengenai hal itu.9

Pada saat pembahasan Perubahan UUD 1945 muncul lagi pendapat 

pentingnya Mahkamah Konstitusi karena adanya perubahan mendasar 

dengan beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat kepada 

supremasi hukum maka perlu disediakan sebuah mekanisme institusional 

dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi 

kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang mempunyai derajat 

yang sama serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (checks 

and balances). Seiring dengan itu muncul desakan agar tradisi pengujian 

peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya sebatas 

pada peraturan di bawah Undang-Undang melainkan juga atas Undang-

Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian kewenangan pengujian 

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar diberikan kepada sebuah 

mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung.

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi mendapat respon positif 

dan menjadi salah satu materi perubahan Undang-Undang Dasar, 

akhirnya pembentukan Mahkamah Konstitusi menjadi kenyataan dengan 

disahkannya Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal III Aturan Peralihan 

UUD 1945 yang pada pokoknya menyatakan, pelaksana kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 

yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan 

tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) 

dan ayat (2) UUD 1945, yaitu:

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat 
�������� ���� ��������� ����� ����������� ��������� Ð�����
untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus 
perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

9  Jimly Assiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Buana Ilmu Popular, 2007), hlm. 581.
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(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 
pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 
Undang-Undang Dasar.

3. Komisi Yudisial

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa salah satu wujud agenda 

reformasi tahun 1998 adalah UUD 1945 telah mengalami beberapa kali 

perubahan yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan 

dari UUD 1945 tersebut adalah adanya perubahan serta penambahan 

lembaga-lembaga negara, salah satunya adalah Komisi Yudisial. Dalam 

Pasal 24B hasil Perubahan Ketiga UUD 1945, ditegaskan adanya ide 

pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga konstitusional baru yang 

sederajat kedudukannya dengan lembaga konstitusional lainnya. Komisi 

Yudisial dibentuk dengan harapan untuk menegakkan kehormatan dan 

perilaku para hakim. Dalam hal ini Komisi Yudisial berfungsi sebagai 

pengawas. Posisi Komisi Yudisial sangatlah strategis atau fundamental. 

Komisi Yudisial menjadi institusi yang diberi peran mengawasi kinerja 

hakim10. Berkaitan dengan fungsi Komisi Yudisial, maka perlu melakukan 

langkah-langkah pembaharuan yang berorientasi kepada terciptanya 

lembaga peradilan yang sungguh-sungguh bersih dan berwibawa guna 

menjamin masyarakat dan para pencari keadilan memperoleh keadilan dan 

diperlakukan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Kewenangan Komisi Yudisial dalam seleksi hakim agung 

telah diatur di dalam Pasal 24B UUD 1945 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial11. Hanya saja, seleksi 

yang dimaksud adalah seleksi untuk mengusulkan calon hakim agung, 

bukan untuk melakukan seleksi tentang layak atau tidaknya seseorang 

yang telah menjadi hakim agung. Komisi Yudisial merupakan lembaga 

yang mandiri. Sejalan dengan itu, Komisi Yudisial memang mempunyai 

peranan penting dalam upaya mewujudkan kekuasaan kehakiman yang 

merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap 

hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan 

dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengawasan oleh Komisi 

10  Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin., Etika Profesi Hukum, Rekonstruksi Citra Peradilan di Indonesia, (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm. 285.
11  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
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Yudisial ini pada prinsipnya bertujuan agar hakim agung dan hakim 

dalam menjalankan wewenang dan tugasnya sungguh-sungguh didasarkan 

dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, 

kebenaran, dan rasa keadilan masyarakat serta menjunjung tinggi kode 

etik profesi hakim.12 Bersamaan dengan Perubahan UUD 1945 sebagai 

genealogis kemunculan Komisi Yudisial yang merupakan lembaga negara 

yang dilahirkan dari reformasi di Indonesia, Komisi Yudisial merupakan 

lembaga negara yang sama posisinya dengan lembaga negara lain. Sebagai 

lembaga negara, Komisi Yudisial mendapatkan tugas dan kewenangannya 

dalam UUD 1945 dan dituangkan lebih lanjut dalam Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Latar belakang pembentukan Komisi Yudisial merupakan bagian 

penting dari komitmen bangsa untuk dilakukannya reformasi multi 

dimensional dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum, 

serta, keprihatinan yang mendalam atas praktik peradilan yang tidak 

mencerminkan moralitas keadilan. Agenda besar reformasi yang bergulir 

di tahun 1999, bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih kuat adil 

dan sejahtera. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial di beberapa negara 

pada intinya yaitu mengusulkan atau merekomendasikan calon hakim 

agung dan melakukan pengawasan terhadap para hakim. Tujuan utama 

dibentuknya Komisi Yudisial adalah (1) Komisi Yudisial dibentuk agar 

dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman 

dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang 

seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal, (2) Komisi 

Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan 

pemerintah (executive power) dan kekuasaan kehakiman (judicial power) 

yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan 

kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan 

pemerintah, (3) Dengan adanya ������� ��������á� �������� �Ð�������� ����

efektivitas kekuasaan kehakiman akan semakin tinggi dalam banyak hal, 

baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun 

pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman, (4) Terjaganya konsistensi 

12  Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Agustus 2006 Nomor 005/PUU-IV/2006, kewenangan untuk menegakkan 

kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, tidak lagi dimiliki oleh Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak lagi mempunyai 

kewenangan antara lain: pengawasan terhadap perilaku hakim; pengajuan usulan penjatuhan sanksi terhadap hakim; pengusulan penghargaan 

kepada hakim atas prestasi dan jasanya khususnya terhadap Hakim Konstitusi. Semuanya dikembalikan ke lembaga masing-masing untuk 

mengawasi perilaku hakim, yang selama ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
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putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian 

dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus, yaitu Komisi 

Yudisial, dan (5) Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan 

kehakiman (judicial power) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap 

perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi 

Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan 

tidak mempunyai kepentingan politik.

Komisi Yudisial diberikan kewenangan oleh UUD 1945 dalam Pasal 

24B, yaitu:

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan 
pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang 
lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Peranan Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 dari segi 

kewenangan yang kedua menentukan bahwa ”... mempunyai wewenang lain 

dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 

serta perilaku hakim”. Dari ketentuan tersebut, dapat dielaborasi menjadi 

(i) menjaga kehormatan hakim; (ii) menjaga keluhuran martabat hakim; 

(iii) menjaga perilaku hakim; (iv) menegakkan kehormatan hakim; (v) 

menegakkan keluhuran martabat hakim; dan (vi) menegakkan perilaku 

hakim. Dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dikatakan sebagai berikut: 

“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Pewakilan 

Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai 

hakim agung oleh Presiden”.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial juga diatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses 

perekrutan Hakim Agung, hal tesebut terlahir dikarenakan evaluasi 

dari sistem rekrutmen hakim pada masa Orde Baru yang berlandaskan 

yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung13 yang memperlihatkan beberapa kelemahan, 

diantaranya:

1. Tidak ada perameter yang obyektif untuk mengukur kualitas dan 

integritas calon hakim agung;

13  Undang-Undang a quo telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
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2. Adanya indikasi praktik droping nama, dimana hakim agung akan 

memberikan nama kepada Mahkamah agung dengan harapan Ketua 

Mahkamah Agung memberikan perhatian kepada kandidat dan 

memasukkan namanya dalam daftar; dan

3. Adanya indikasi jaringan, pertemanan, hubungan keluarga, dan 

sebagainya yang menyebabkan pemilihan tidak dilakukan secara 

obyektif.

Untuk itu perlu melibatkan masyarakat dalam proses rekrutmen 

Hakim Agung sehingga dalam UU KY dalam Pasal 17 ayat (3) yang 

menyatakan, “Masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat 

terhadap calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari 

terhitung sejak pengumuman sebagaimana diatur ayat (2)”. Masyarakat 

dalam memberikan masukan terhadap calon-calon hakim agung kepada 

Komisi Yudisial untuk dilakukan pengkajian. Dalam hal tersebut usulan 

nama calon hakim agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan 

bersifat mengikat, artinya DPR wajib dan hanya dapat memilih bakal 

calon diantara daftar nama calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi 

Yudisial.14

C. Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman

Bahwa independensi kekuasaan kehakiman merupakan suatu hal 

yang harus diwujudkan setelah Perubahan UUD 1945. UUD 1945 tersebut 

merupakan perwujudan dari aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya 

perubahan karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Salah 

satu hasil dari Perubahan UUD 1945 yang dilakukan empat kali tersebut 

adalah adanya pernyataan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum.15 

Pernyataan tersebut membawa konsekuensi bahwa penyelenggaraan negara 

harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Salah satu ciri dari 

Negara Hukum baik rechstaat maupun the rule of law selalu mempersyaratkan 

adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan mandiri. Atas dasar 

tersebut pada Perubahan Ketiga UUD 1945 ketentuan Pasal 24 memberikan 

jaminan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan terbebas dari campur tangan kekuasaan manapun 

14  A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, (Jakarta: Elsam, 2004), hlm. 46.
15  Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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guna menegakkan hukum dan keadilan16. Namun demikian kemerdekaan 

kekuasaan kehakiman tersebut bukan berarti tanpa batas tetapi harus 

memperhatikan rambu-rambu akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan 

integritas moral. Dengan demikian setelah Perubahan UUD 1945 kekuasaan 

���������������������������������������������Ð�����Ð������������������������

yaitu dalam rangka menegakkan hukum dan menjamin terpenuhinya rasa 

keadilan masyarakat.

Dalam Pasal 24A UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional 

Mahkamah Agung adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung merupakan 

pengadilan tertinggi terhadap badan peradilan yang berada di bawahnya. 

Sebagai pengadilan tertinggi Mahkamah Agung mempunyai kewenangan 

untuk mengawasi pengadilan yang berada di bawahnya. Sebagai pengadilan 

tertinggi, idealnya ��������� ������ ���������� ������ ���Ð���� ����������

antar-person dan/atau antar-rechtpersoon sehingga masalah hasil pemilu atau 

pembubaran partai politik dan sebagainya menjadi kewenangan Mahkamah 

Agung, dan Mahkamah Agung dibebaskan dari kewenangan menguji materi 

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-

Undang.17 Sebaiknya Mahkamah Agung diletakkan sebagai salah satu pemegang 

kekuasaan kehakiman dalam masalah-masalah umum. 

Salah satu kewenangan konstitusional Komisi Yudisial yang dinyatakan 

dalam Pasal 24B UUD 1945 adalah mengusulkan pengangkatan hakim 

agung. Kewenangan Komisi Yudisial tersebut mengusulkan calon hakim 

agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang kemudian hasil uji kelayakan 

tersebut diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung. 

Mekanisme penjaringan terhadap calon hakim agung tersebut merupakan 

perwujudan dari sistem negara demokrasi, yaitu sistem seleksi hakim agung 

yang melibatkan masyarakat secara transparan. Dalam negara demokrasi, 

sistem pemilihan dan rekrutmen pejabat negara, termasuk hakim agung, 

idealnya harus melibatkan masyarakat dalam seleksi penentuan pejabat 

negara tersebut. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan, hakim 

adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman18. Makna kata 

16  Jimly Asshiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1994), hlm. 25.
17  Moh. Mahfud MD., Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 262.
18  Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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“hakim” tersebut menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang a quo 

adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang 

berada di bawahnya.19 Oleh karena hakim secara umum adalah pejabat negara 

maka mekanisme rekrutmen hakim dapat dilakukan sistem yang sama dalam 

rekrutmen hakim agung. Mekanisme tersebut dapat dilakukan antara lain 

dengan mengumumkan setiap jabatan yang lowong di lingkungan peradilan, 

memublikasikan nama dan latar belakang calon, proses seleksi dan kriteria 

pemilihan, serta mengundang masyarakat untuk memberi masukan dan 

����������������Ð�����������ä�������������������������������������������������

antara lembaga yang bertanggung jawab menyeleksi dan mengusulkan calon 

hakim, dengan lembaga yang bertanggung jawab memilih dan mengangkatnya, 

yang sekarang ini oleh UUD 1945 diberikan kewenangan tersebut kepada 

Komisi Yudisial.

Dalam Pasal 24C UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional 

Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD. Ide 

pemberian kewenangan untuk menguji undang-undang tersebut kepada 

Mahkamah Konstitusi adalah untuk melindungi hak-hak konstitusional warga 

negara. Seiring dengan berkembangnya permasalahan terhadap perlindungan 

hak konstitusional warga negara yang tidak hanya disebabkan oleh adanya 

ketentuan dalam sebuah Undang-Undang namun juga peraturan perundang-

undangan secara keseluruhan, kewenangan pengujian Undang-Undang 

terhadap UUD yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi perlu dipertimbangkan 

tidak hanya sebatas pengujian Undang-Undang terhadap UUD melainkan 

juga pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang 

Dasar. Idealnya Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjamin konsistensi 

semua peraturan perundang-undangan sehingga lembaga tersebut hanya 

���������� ���Ð���� ���������� ���������æ��������� ������ ����� ����� �������

tinggi sampai yang paling rendah.20 Oleh sebab itu, kewenangan pengujian 

peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi ideal jika diberikan kepada Mahkamah 

Konstitusi. Hal tersebut karena untuk menjaga sinkronisasi dan sistem 

terpadu dalam memeriksa terhadap perkara pengujian peraturan perundang-

19  Ibid, Pasal 1 ayat (5) 
20  Moh. Mahfud MD., op.cit., hlm. 262.
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undangan terhadap UUD 1945.21 Hal tersebut juga untuk menempatkan 

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (the guardian of the 

constitution). Dengan ide tersebut di atas maka konsistensi dan sinkronisasi 

semua peraturan perundang-undangan secara linear ada di satu lembaga, 

yaitu Mahkamah Konstitusi.

KESIMPULAN

Kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif merupakan bagian dari 

kekuasaan yang ada di Indonesia, yaitu kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kekuasan 

kehakiman menurut UUD 1945 sebelum perubahan dilakukan oleh Mahkamah 

Agung dan lain-lain badan kehakiman. Setelah perubahan UUD 1945, kekuasaan 

kehakiman tersebut selain dilakukan oleh Mahkamah Agung juga dilakukan oleh 

Mahkamah Konstitusi. Selain itu lahirnya Komisi Yudisial juga menjadi salah satu 

pendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial, 

yaitu dengan melakukan seleksi calon hakim agung. Dengan diubahnya UUD 

1945, maka posisi hakim agung menjadi kuat karena mekanisme pengangkatan 

hakim agung diatur sedemian rupa dengan melibatkan tiga lembaga, yaitu DPR, 

Presiden dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang 

sengaja dibentuk untuk menangani urusan terkait pengangkatan hakim agung 

serta penegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa UUD 

1945 dan perubahan-perubahannya telah mengatur mekanisme penyelenggaraan 

ketatanegaraan yang terkait dengan hubungan kekuasaan legislatif, yudikatif dan 

eksekutif secara seimbang. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan check and 

balance antara ketiga lembaga tersebut. Namun demikian terkait dengan wacana 

perubahan kelima UUD 1945, perlu dipertimbangkan adanya penataan kembali 

terhadap kewenangan lembaga pelaku kekuasaan kehakiman maupun lembaga 

yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana diuraikan di 

atas dalam perubahan UUD 1945 yang akan datang.

21  Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 110-111-112-113/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal tujuh bulan Agustus tahun 

dua ribu sembilan. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan a quo menyatakan, “...bahwa dalam putusan a quo Mahkamah 

tidak menilai atau menguji baik Putusan Mahkamah Agung maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Mahkamah Agung yang telah melakukan 

pengujian terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 telah melakukan tindakan menurut kewenangannya; begitu pula 

Komisi Pemilihan Umum telah melakukan regulasi menurut kewenangannya. Meskipun demikian, karena Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3), dan 

Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 telah dinilai oleh Mahkamah sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), maka dengan sendirinya 

semua isi peraturan atau putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan putusan ini menjadi tidak berlaku karena kehilangan dasar pijakannya.” 
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Secara prinsip tujuan dari kemerdekaan yudisial adalah untuk memfasilitasi 

tiga nilai tertentu. Pertama, kemerdekaan yudisial merupakan kondisi yang 

diperlukan untuk memelihara negara hukum. Kedua, dalam suatu pemerintahan 

konstitusional, hanya hukum yang secara konstitusional memiliki legitimasi yang 

harus ditegakkan dan pengadilan harus memiliki kemampuan untuk melakukan 

tugas dalam memutuskan hukum tersebut. Karena itu, terdapat kebutuhan agar 

pengadilan memiliki kemerdekaan untuk membatalkan aturan hukum yang 

melanggar nilai-nilai tersebut. Ketiga, dalam negara demokrasi, pengadilan 

harus memiliki otonomi yang kuat dalam menolak godaan untuk memberikan 

penghormatan terlalu banyak pada pemegang kekuasaan ekonomi atau politik. 

Kemerdekaan yudisial tidak hanya merdeka secara kelembagaan semata akan 

tetapi mengandung makna perlindungan pula bagi hakim sebagai penegak hukum 

untuk bebas dari pengaruh-pengaruh yang berasal dari, antara lain; lembaga-

Iembaga di luar badan-badan peradilan.
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